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BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 912/Kep.378-Ekbang/2019
TENTANG
STANDAR BELANJA DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan
di Kabupaten Tasikmalaya dengan prinsip hemat, cermat,
efektif dan efisien, dipandang perlu untuk menetapkan
Standar Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2020,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Standar Belanja Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran
2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

Scanned by CamScanner



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi,

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

20. Peraturan  Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

21, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk
Hukum Daerah,;

22, Peraturan Daerah Kabuapten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

24, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi;

1. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua Bappenas Nomor Kep. 120/Ket/7/1994
Tahun 1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan
Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan;

2. Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep. 533/PJ/2000,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan
dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dalam rangka Pembentukan dan atau
Pemeliharaan Basis Data Sistem Mananjemen Informasi
Objek Pajak (SISMIOP);

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
15/PJ.6/2006 tentang Perubahan Standar Biaya
Pelaksanaan  Kegiatan = Pembentukan dan  atau
Pemeliharaan Basis Data SISMIOP sebagaimana diatur
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
533/PJ/2000;

MEMUTUSKAN :

Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
Keputusan ini merupakan acuan tertinggi untuk kegiatan,
harga, jasa dan lain-lain pengeluaran/belanja yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020,
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KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah
Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.
2.

3.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal,17 Desember 2019

BUPATI KMALAYA,

Gubernur Jawa Barat di Bandung;

Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV di
Garut;

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
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